BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

_— / ’A

/ Mengingat : 1.
2.
3.

BUPATI JEMBER,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
rah,\ Kepala Daerah
1 (O rah tentang

(1)

wajib mengajukan Rancangan _Perat
Perubahan Anggaran Pendapat/ da

Anggaran 2022 ke%(wan JI? akll

memperoleh perset

bahwa at qr%u Dae} ng Perubahan

Angga e ﬁa ‘jl:jn eﬁima rah yang diajukan
u ake;] perw dan dar "Perubahan Rencana Kerja

P/q\mermtah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam

Perubahan Kebgakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

i‘i ert Pmbahan Prioritas dan Plafon Anggaran
;f 111;41‘&1 g telah disepakati antara Pemerintah Daerah

RD pada tanggal 16 September 2022;

wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor




47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik—-Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 / 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- -.. g No o 28 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daera q% oara republik

Indonesia Tahun 2015 No 5 a baran Negara
Republik Indones a Nom 11
8. Peraturan h 005 tentang

éuap an, Badan a mum (Lembaran Negara
o1 esha iT hun 0 Nomor 171, Tambahan
)k“)l’lddnesm Nomor 5340), sebagaimana

egga aturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
ahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancafngan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran —Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daers

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No

r
Pedoman Penyusunan Angg ‘j d?p
}%ﬁ{ gj@a\ E
~ {1 \
A |. | A\

Tahun Anggaran 2022 (Berita
2021 Nomor 926); | || [

“Dalan [N? i Nomo
ri ?an Dagerat
19N ;/*1 4y

Mmber Nomor 1 Tahun 2009
engelolaan Keuangan Pemerintah

ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
Dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.




Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pen
Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai j

erah, Belanja

1. Pendapatan Daerah e — [
a. Semula Bp//;//; .811.388.265.
b. Bertambah ~Rp! || H?r H}Ofb 1663,
Jumlah Pendapatan S elﬂﬂmp rub l?gr} U L: “ 3.851.418.931.262
| 1 '
| \\ !/‘ |
{ pj 397.868.785.319

.Rp. 23.069.971.763
erubahan Rp. 4.420.938.757.082
Rp. (569.519.825.820)

Penerimaan Pembiayaan

- Semula Rp. 586.480.519.378

- (Berkurang) Rp. (16.960.693.558)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 569.519.825.820

b. Pengeluaran Pembiayaan
- Semula Rp.
= Bertambah/ Rp.
(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 569.519.825.820

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0




Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 648.584.268.098

2) Bertambah Rp. 46.265.613.864

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 694.849.881.962
b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 3.055.251.411.788

2) Bertambah Rp. 59.535.991.384

Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp. 3.114.787.403.172
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 107.552.586.055

2) (Berkurang) Rp. (65.770.939.927)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah Rp. 41.781.646.128

yang sah setelah Perubahan

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dala
bersumber dari:
7
a. Pajak daerah ’ /
1) Semula Rp. — /248 521 940. oo
2) Bertambah RgL , ;45}(10;@0@ QQO

Jumlah Pajak daera 294.321.940.000

U 83.673.929
565 613.864

elah Perubahan Rp. 48.249.287.793

o an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
emula Rp. 6.102.248.169

Bertambah Rp. 0

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 6.102.248.169
yang Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain PAD yang Sah
1) Semula Rp. 346.176.406.000
2) Bertambah Rp.

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan Rp. 346.176.406.000




(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber

dari:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 2.790.207.210.000
2) Bertambah Rp. 40.282.115.612
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 2.830.489.325.612
setelah Perubahan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1) Semula Rp. 265.044.201.788
2) Bertambah Rp. 19.253.875.772
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 284.298.077.560
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp. 21.434.337.465
2) Bertambah Rp. 0
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 21.434.337.465
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundanga

1) Semula Rp. 44.393.322.131

2) (Berkurang) Rp. (39.487.208.144)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 4.906.113.987
d. Belanja transfer

1) Semula Rp. 479.442.293.916

2) Bertambah Rp. 33.531.710.553

Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan Rp. 512.974.004.469

Anggaran belanja daerah se

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 855.741.991.069

Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 86.118.248.590
2) (Berkurang) Rp. (65.770.939.927)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan s

! /ﬂ H20.347.308.663
bahan-.

\ |

T\J | l ‘ !U/
|1\ | 2.969.492.258.828

| _—77.824.388.729

Perubahan Rp. 3.047.316.647.557

904.540.910.444
(48.798.919.375)




Pasal 6

(1)  Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 1.606.174.905.464
2) (Berkurang) Rp. (139.480.281.748)
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 1.466.694.623.716
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 1.224.747.006.747
2) Bertambah Rp. 212.859.788.334
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Rp. 1.437.606.795.081
Perubahan
(o8 Belanja hibah
1) Semula Rp. 90.075.575.617
2) Bertambah Rp. 4.618.182.143 £
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp. 94.693.75}/7(
d. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 48.494.771.000 ]
2) Berkurang Rp. (173.300.000 /@
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubah RE\ 48.321.471.000

/
.000. OOO)

al‘taﬁah sefelaﬁ Perubahan Rp. 0

dan mesin

1) Rp. 120.899.375.167
2) Rp. (2.999.448.597)
J ah Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 117.899.926.570

setelah Perubahan

Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp. 140.288.472.383
2) (Berkurang) Rp. (14.913.640.946)
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 125.374.831.437
setelah Perubahan
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp. 619.590.833.919
2) (Berkurang) Rp. (41.709.732.695)
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 577.881.101.224
setelah Perubahan
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula Rp. 23.687.228.975
2) Bertambah Rp. 10.898.902.863

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 34.586.131.838




(2)  Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas
belanja tidak terduga, yaitu:

a. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 44.393.322.131
2) (Berkurang) Rp. (39.487.208.144)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 4.906.113.987
(3)  Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:
a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 22,065,196,660
2) Bertambah/(Berkurang) Rp, 0
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 22,065,196,660
b. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 457,377,097,256
2)  Bertambah Rp. 33,531,710,553 /
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Rp. 490,908,807
Perubahan

Pasal 7

. Penerimaan pembiayaan
1) Semula y
2)

Rp. 569,519,825,820

o O

Rp. 0

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp. 586.480.519.378
2) (Berkurang) Rp. (16.960.693.558)
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 569.519.825.820

tahun sebelumnya setelah Perubahan
Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan

APBD.”
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2t Oktober 2022

BUPATI JEMB

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 166-4 /2022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 4




LAMPIRAN I

L
PERUBAHAN PERDA 2022




Lampiran | :

Peraturan Daerah Kabupaten Jember

NOMOR : 4 Tahun 2022

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022

KABUPATEN JEMBER

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4  |PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 648.584.268.098 694.849.881.962 46.265.613.864| 7%
41.01 Pajak Daerah 248.621.940.000 294.321.940.000 45700.000.000| 18 %
4.1.02 Retribusi Daerah 47.683.673.929 48.249.287.793 565.613.864| 1%
4.1.03 g:zir'aie;‘g:;";?i‘s:ﬁt:ﬁaa” 6.102.248.169 6.102.248.169 o| 0%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 346.176.406.000 346.176.406.000 0| 0%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.055.251.411.788 3.114.787.403.172 59.535.991.384| 2%
42.01 Eirs‘iapata” Transfer Pemerintah 2.790.207.210.000 2.830.489.325.612 40282115612 1%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 265.044.201.788 284.298.077.560 19.253.875.772 7%
43 :‘(2":"6"'3\': PENDAPATAN DAERAH 107.552.586.055 41.781.646.128 (65.770.939.927)| 61 %
4.3.01 Pendapatan Hibah 21.434.337.465 21.434.337.465 0] 0%
Lain-lain Pendapatan Sesuai
43.03 dengan Ketentuan Peraturan 86.118.248.590 20.347.308.663 (65.770.939.927)| 76 %
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan 3.811.388.265.941 3.851.418.931.262 40.030.665.321| 1%
5  |BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 2.969.492.258.828 3.047.316.647.557 77.824.388.729| 3%
5.1.01 Belanja Pegawai 1.606.174.905.464 1.466.694.623.716 (139.480.281.748)| 9%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.224.747.006.747 1.437.606.795.081 212.859.788.334| 17 %
5.1.05 Belanja Hibah 90.075.575.617 94.693.757.760 4618182143 5%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 48.494.771.000 48.321.471.000 (173.300.000)| 0%
5.2 BELANJA MODAL 904.540.910.444 855.741.991.069 (48.798.919.375)| 5%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 75.000.000 0 (75.000.000) | 100 %
5.2.02 E/Iee':‘rj]a Modal Peralatan dan 120.899.375.167 117.899.926.570 (2.999.448597)| 2%
5.2.03 Ez':;ii;\ffda' Gedung dan 140.288.472.383 125.374.831.437 (14.913.640.946)| 11 %
5.2.04 ﬁzzga Modal Jalan, Jaringan, dan 619.590.833.919 577.881.101.224 (41.709.732.695)| 7%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.687.228.975 34.586.131.838 10.898.902.863| 46 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 44.393.322.131 4.906.113.987 (39.487.208.144)| 89 %
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 44.393.322.131 4.906.113.987 (39.487.208.144)| 89 %
5.4 BELANJA TRANSFER 479.442.293.916 512.974.004.469 33.531.710.553| 7%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 22.065.196.660 22.065.196.660 0| 0%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 457.377.097.256 490.908.807.809 33531.710.553| 7%
Jumlah Belanja 4.397.868.785.319 4.420.938.757.082 23.069.971.763| 1%
Total Surplus/(Defisit) (586.480.519.378) (569.519.825.820) 16.960.693.558| -3 %
6  |PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 586.480.519.378 569.519.825.820 (16.960.693.558)| 3 %
6.1.01 i;fuheg!;;irr::‘;gga” Anggaran 586.480.519.378 569.519.825.820 (16.960.693.558)| 3%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 586.480.519.378 569.519.825.820 (16.960.693.558)| 3 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 o] 0%




Lampiran | . Peraturan Daerah Kabupaten

Jember
Nomor . 4 Tahun 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022
KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0 0 0] 0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0| 0%
Pembiayaan Netto 586.480.519.378 569.519.825.820 (16.960.693.558)( 3%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
9.2 Daerah Tahun Berkenaan g p 107100 %
BUPATI JEMBER,
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